GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG
TARIF LAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif
Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur, dengan menetapkan perubahannya dalam

Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan
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10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1165/MENKES/SK/X /2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit
Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2015
tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah
Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBENUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG
TARIF LAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19
Tahun 2015 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan
Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2015 Nomor 19 Seri E) pada Pasal 10 ayat (2)
huruf b diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Pendapatan hasil pelayanan pada Rumah  Sakit
dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:
a. maksimal 44 % sebagai jasa pelayanan;

b. minimal 56 % sebagai biaya operasional kembali.

(2) Pendapatan
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(2) Pendapatan hasil pelayanan pada Unit Pendidikan dan
Pelatihan dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:
a. minimal 70 % sebagai biaya operasional pendidikan dan
pelatihan;
b. maksimal 30 % sebagai jasa pelayanan.
(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juni 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juni 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,.MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 43 SERI E



